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PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR /70 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA )

BUPATI SEMARANG,

bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2013 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran
dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2013;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang
tentang Rencana Keria Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Semarang Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangap’

Keuangan Antara Pemerintah Puset Dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Janglka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintan Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Momor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemarintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintahh Nemor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Perierapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun .2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun - 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas.
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor- 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata -
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelalisanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun . 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupatien
Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
6);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011 Nomor 7);

43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pembuangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
- - 2013, ‘

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN EBUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
: DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 '



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

10.

11

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daérah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Déerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahuri 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengg%ra
Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten
Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka.bupaten Semarang yang selanjutnya disingkat
DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga peMakiIan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas Pendapatan, 'Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daeral adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Semarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

‘Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Rencana Kerja dan'Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja, program 'dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD. '

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun,

merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Daerah Kahupaten Semarang untuk
periode Tahun 2005-2025.

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerzh yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dun pembiayaan serta asumsi  yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon A‘nggaran Sementara yang sclanjutnya disingkat PPAS merupakan
prbgram prioritas dan patokan batas rnaksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam periyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati
dengan DPRD. '

15, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yané
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesiiik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang
terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. N

Pasal 2
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3
Sistematika RKPD disusun sebagai berikut :
BAB I . PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

BABIII : RANCANGAN KERANGKA Z=KONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BABIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BABV  : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BABVI : PENUTUP

BAB 1I
PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4
(1) RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013, memuat rencangan kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur beserta

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



(2) Rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari:
a. APBD;
b. APBD Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d

Masyarakat:

Pasal 5
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalarh Pasal 4 ayat (1)
menjadi pedoman bagi: ' ’
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2013; '
b. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013.

Pasal 6

(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja
dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing-masing program/kegiatan. v

(2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi
usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diéampaikan kepada Bupati
melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun
2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun

2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan.
tidak berlaku. :



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 3/ - ¢5~ Ro /2

Diundangkan di Ungaran

pada tanggal 3/ -as -~ Lorz

,—f.:::.":*::’

SBKRETARIS DAERAH
BUPATEN SEMARANG,

‘ BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR /70



